




ASPEK PAJAK PROFESI PART 1 
Profesi Kesehatan, Praktisi Hukum, Pekerja Seni dan Kreatif 

 

Tim Penulis: 

Moh. Yazid, S.E., S.H., M.A., BKP  

Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP 

 

Desain Cover: 

Chintya Nabila, Dianinova Hanifah,  

Nur Ikhsan Mukhammad, Raihan Akhmad Al-Ghozi 

 

Sumber Ilustrasi: 

Chintya Nabila, Dianinova Hanifah,  

Nur Ikhsan Mukhammad, Raihan Akhmad Al-Ghozi 

 

Tata Letak: 

Handarini Rohana 

 

Proofreader: 

Neneng Sri Wahyuni 

 

Kontributor: 

Chintya Nabila, Dianinova Hanifah,  

Nur Ikhsan Mukhammad, Raihan Akhmad Al-Ghozi 

 

ISBN Jilid: 

978-634-246-311-6 

 

ISBN Lengkap: 

978-634-246-310-9 

 

Cetakan Pertama: 

Oktober, 2025 

 

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang 

by Penerbit Widina Media Utama 

 

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau 

seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 

 
PENERBIT: 

WIDINA MEDIA UTAMA 

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas 

Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat 

 

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025 

Website: www.penerbitwidina.com 

Instagram: @penerbitwidina 

Telepon (022) 87355370 



 

]]] 

ASPEK PAJAK PROFESI PART 1 

 
Penulis : Moh. Yazid, S.E., S.H., M.A., BKP dan 

Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP 

Kontributor : Chintya Nabila, Dianinova Hanifah, Nur Ikhsan 

Mukhammad, dan Raihan Akhmad Al-Ghozi 

 

TaxFlash 1: 

Gedung STC Senayan Lt. 2 Ruang 89 

Jl. Asia Afrika IX Gelora Senayan, Kel. Gelora,  

Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270 

 

TaxFlash 2: 

Ruko Multi Guna, Jl. Bintaro Utama 3A,  

Kota Tangerang Selatan, Banten 15224 

Telp.  : 085641908159 

Fax  : - 

Website : taxflash.id 

 

Contact Us : 

 
Follow for more information 

 

Update: 

1. Tangerang Selatan, September 2025 

 

  



 

]À 

KATA PENGANTAR 
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karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku ^Aspek Pajak Profesi 

Part 1 Profesi Kesehatan, Praktisi Hukum, Pekerja Seni dan Kreatif_ ini 

dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. 

Buku ini hadir sebagai upaya memberikan bekal pengetahuan dasar 

mengenai perpajakan profesi di Indonesia. Materi yang disajikan disusun 

secara sistematis agar mudah dipahami, mencakup konsep dasar, 

ketentuan regulasi, serta contoh penerapan dalam praktik. Dengan 

demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi fondasi awal bagi mahasiswa, 

praktisi, maupun masyarakat luas untuk memahami peran penting pajak 

profesi dalam sistem perpajakan nasional. 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku ini masih 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 

sangat kami nantikan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. 

Akhir kata, semoga buku Modul Pajak Profesi Part 1 ini dapat 

memberikan manfaat yang luas, serta menjadi referensi dalam proses 

belajar maupun praktik profesional di bidang perpajakan. 
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DOKTER 

 
A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan 

Wajib Pajak Orang Pribadi; 

5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 

2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas 

Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan 

Orang Pribadi; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang 

Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 9/PMK.03/2018; 

8. PMK Republik Indonesia Nomor 258/PMK.03/2008 Tentang 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari 

Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam 



 

 

 

PERAWAT 

 
A. DASAR HUKUM 

1. UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah 

terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; 

2. UU No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan 

Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak 

Orang Pribadi; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang 

Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Serta Daftar Wajib 

Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif 

Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang 

Berbentuk Perseroan Terbuka; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan 

Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang 

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian Atau Imbalan 

Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau 

Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan; 

7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta 

Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak 

Penghasilan Pasal 26; dan 

 

 

 



 

 

 

BIDAN 

 
A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan 

Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang 

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan 

Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau 

Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang 

Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu Serta Tata 

Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan; 

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta 

Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak 

Penghasilan Pasal 26; dan 

7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 

Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang 

Pribadi. 

    

 

 

       



 

 

 

APOTEKER 

 
A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 

tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan 

Wajib Pajak Orang Pribadi; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang 

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran 

Bruto Tertentu; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan 

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi; 

7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan 

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi; 

8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 

Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan. Jasa. dan Kegiatan Orang 

Pribadi; dan 



 

 

 

NOTARIS 

 
A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 (UU PPh); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 (UU PPN); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 (UU No. 30/2014 s.t.d.d UU No. 2/2014); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan 

Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 

2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak 

Penghasilan (PP 55/2022); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan 

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi 

(PMK 168/2023); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak (PMK 147/2017); 



 

 

 

PENGACARA 

 
A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang 

Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran 

Bruto Tertentu; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang 

Batasan Pengusaha Kecil PPN sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 197/PMK.03/2013; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang 

Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 9/PMK.03/2018; 

 



 

 

 

KONSULTAN 

 
A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 (UU PPh); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 (UU PPN); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan 

Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan 

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi 

(PMK 168/2023); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak (PMK 147/2017); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang 

Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 9/PMK.03/2018 (PMK 243/2014 s.t.d.d PMK 9/2018); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 258/PMK.03/2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan 

Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham 



 

 

 

ARTIS 

 
A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 (UU PPh); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 (UU PPN); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan 

Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 

2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak 

Penghasilan (PMK 55/2022); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan 

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi 

(PMK 168/2023); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak (PMK 147/2017); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang 

Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 9/PMK.03/2018 (PMK 243/2014 s.t.d.d PMK 9/2018); 



 

 

 

CONTENT CREATOR 

 

A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 

tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 

55/2022); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang 

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan 

Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau 

Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan (PMK 

66/2023); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak (PMK 147/2017);  

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang 

Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

18/PMK.03/2021 (PMK 18/2023); 

 

 



 

 

 

MUSISI 

 
A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 

tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan 

Wajib Pajak Orang Pribadi; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian 

Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan 

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan 

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang 

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari 

Pegawai Harian dan Mingguan sera Pegawai Tidak Tetap Lainnya 

yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu 

menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman 

Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 

Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; 

8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan 

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi; 



 

 

 

PENERJEMAH 

 
A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 

2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak 

Penghasilan; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 

2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 

Kewajiban Perpajakan; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan 

Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; 

6. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto; 

7. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman 

Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 

Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; 

dan 

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

50/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian 

Penyampaian Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto. 

 

 

 



 

 

 

PENGAJAR 

 
A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan 

Wajib Pajak Orang Pribadi; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 

2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak 

Penghasilan; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan 

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang 

Batasan Pengusaha Kecil PPN sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 197/PMK.03/2013; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang 

Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 9/PMK.03/2018; 



 

 

 

PENULIS 

 
A. DASAR HUKUM 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan 

Undang-undang No. 6 Tahun 2023 (UU No. 6/2023); 

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 (UU No. 6/2023); 

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2023 tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan 

Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan Royalti 

yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan 

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (PER 1/2023); dan 

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 

(PER-4/2009); dan 

5. Kementerian Ketenagakerjaan & Badan Pusat Statistik. Klasifikasi 

Baku Jabatan Indonesia. 2014. 

 

B. DEFINISI DAN TUGAS 
Penulis adalah orang yang menulis, baik itu karya sastra, artikel, buku, 

atau jenis tulisan lainnya. Dalam KBBI, penulis diartikan sebagai individu 

yang menciptakan teks atau naskah dengan tujuan untuk disampaikan 

kepada pembaca. Dalam konteks seni, penulis sering kali merujuk pada 

seseorang yang menciptakan karya sastra, seperti puisi, prosa, atau drama. 

Penulis dalam seni tidak hanya berfokus pada teknik menulis, tetapi juga 

pada ekspresi kreatif, imajinasi, dan kemampuan untuk menyampaikan ide, 

emosi, dan pengalaman melalui kata-kata. Penulis seni berperan penting 

dalam membentuk budaya dan memberikan suara kepada masyarakat. 

Menurut klasifikasi baku jabatan Indonesia (KBJI), penulis dan pengarang 



 

 

 

DESAINER 

 
A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 

tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan 

Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 

tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 

55/2022); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan 

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi 

(PMK 168/2023); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak (PMK 147/2017); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang 

Batasan Pengusaha Kecil PPN sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

197/PMK.03/2013 (PMK 68/2010 s.t.d.d PMK 197/2013); 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Kementerian Ketenagakerjaan & Badan Pusat Statistik. Klasifikasi Baku 

Jabatan Indonesia 2014. 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 

Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto. 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk 

dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata 

Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan 

Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 

26. 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan 

dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2023 tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan 

Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan Royalti yang 

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto. 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman 

Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 

Sehubungan dengan Pekerjaan. Jasa. dan Kegiatan Orang Pribadi. 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto. 
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang 

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari 

Pegawai Harian dan Mingguan sera Pegawai Tidak Tetap Lainnya 

yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu 

menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman 

Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 

Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan 

dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat 

Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan 

Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Bentuk Dan 

Tata Cara Penyampaian Laporan Serta Daftar Wajib Pajak Dalam 

Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan 

Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan 

Terbuka. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara 

Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara 

Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan 

Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan 

Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam 

Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. 
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan 

Pengusaha Kecil PPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan 

dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat 

Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan 

Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan 

Pengusaha Kecil PPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013. 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

258/PMK.03/2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 

Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham 

Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang 

Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar 

Negeri. 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian 

Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan 

Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau 

Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang 

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang 

Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan 

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak 

Orang Pribadi. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau 

Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang 

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang 

Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan 

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak 

Orang Pribadi. 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2020 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Penyampaian Pemberitahuan 

Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. 

Surat Edaran Nomor SE-51/PJ.43/1995 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 

atas Honorarium Dokter yang Praktik di Rumah Sakit. 

Undang-Undang No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. 

Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah 

diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata 

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023. 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014. 

 

 

 

  



 

 

PROFIL PENULIS 

 
Moh Yazid, S.E., S.H., M.A., BKP 

Ia lahir di Semarang pada 21 Februari 1978. Ia 

menempuh pendidikan formal di bidang 

perpajakan melalui D3 Pajak STAN (Prodip 

Jakarta), kemudian melanjutkan studi S1 

Akuntansi di STIE Jagakarsa, Jakarta, serta S1 

Hukum di STIH Dharma Andhiga, Bogor. 

Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikan S2 

Administrasi Publik di STIAMI, Jakarta. 

Selain pendidikan formal, ia juga aktif mengikuti berbagai pelatihan 

dan workshop untuk memperdalam keahlian di bidang perpajakan. 

Beberapa di antaranya adalah Workshop BEPS: Transfer Pricing (OECD t 

DJP) tahun 2015, Diklat PPNS Pola 400 JP Angkatan VI/2017 di Pusdik 

Reskrim Megamendung, Workshop Resolution of Disputes on Taxation 

Issues (Join DGT t NTCA) tahun 2018, serta Workshop Multinasional 

Enterprise Audit (DJP) tahun 2018. 

Dalam perjalanan kariernya, Moh Yazid memiliki pengalaman yang 

panjang di bidang perpajakan, baik di instansi pemerintah maupun di 

sektor konsultan. Ia memulai karier di KPP Ujungpandang pada tahun 1999, 

kemudian bertugas di berbagai KPP seperti KPP Makassar Selatan, Karikpa 

Jakarta Satu, KPP Madya Palembang, KPP PMA Empat, KPP PMB, hingga 

KPP Pratama Makassar Utara. Dari tahun 2020, ia bergabung dengan 

Jakarta Strategic Consulting sebagai Senior Manager Tax Litigation and 

Advisory, kemudian menjabat sebagai Tax Partner di Taxindo Prime 

Consulting pada tahun 2021t2022. Sejak tahun 2022 hingga sekarang, ia 

menjabat sebagai Managing Director di TaxFlash Nusantara Mandiri. 

Dengan kombinasi pendidikan formal, pelatihan profesional, serta 

pengalaman panjang sebagai praktisi pajak, Moh Yazid aktif berkontribusi 

dalam pengembangan keilmuan dan praktik perpajakan di Indonesia, 

khususnya dalam bidang pemeriksaan, transfer pricing, dan litigasi pajak. 
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Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP 

Ia lahir di Brebes pada 9 Februari 1993. Ia 

menyelesaikan pendidikan formal di bidang 

Akuntansi Pajak pada Universitas MH. Thamrin, 

serta menempuh pendidikan hukum di STIH 

Dharma Andhiga, Bogor. 

Selain pendidikan formal, ia juga aktif 

memperdalam keahliannya melalui berbagai 

pendidikan non formal, antara lain Advance 

Professional Certification in Transfer Pricing (APCTP) di IBFD Netherland, 

Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Pajak (Ortax), Brevet A, B, dan C 

(IKPI), serta Transfer Pricing Dispute and Moot Court (DDTC). 

Dalam perjalanan kariernya, Aditya Rizki Bahari telah berpengalaman 

di beberapa perusahaan konsultan pajak. Ia memulai karier profesionalnya 

pada Januari 2016 hingga April 2021 di Jakarta Strategic Consulting 

sebagai Supervisor. Selanjutnya, ia bergabung dengan Taxindo Prime 

Consulting sebagai Assistant Manager pada Mei 2021 hingga Maret 2022. 

Sejak tahun 2022 hingga saat ini, ia mendirikan sekaligus berkiprah 

sebagai Konsultan dan Direktur di TaxFlash Nusantara Mandiri. 

Dengan pengalaman akademik dan profesional yang luas, ia terus 

berkontribusi dalam bidang perpajakan, khususnya dalam aspek 

pemeriksaan, litigasi, dan transfer pricing. 

 

  



 

 

PROFIL KONTRIBUTOR 

 
Dianinova Hanifah 

Dianinova Hanifah lahir di Jakarta, 16 Juni 2002. Ia 

menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas 

Indonesia dengan jurusan Administrasi Perpajakan dan 

memperoleh gelar Ahli Madya. Saat ini, beliau 

berprofesi sebagai Konsultan Pajak di TaxFlash 

Nusantara Mandiri dengan lingkup tanggung jawab 

meliputi penyusunan Transfer Pricing Report, 

Benchmarking Analysis, dan Litigation. Dengan latar 

belakang akademik yang solid serta pengalaman profesional di bidang 

hukum dan perpajakan, Diani senantiasa mengembangkan minat dan 

kompetensinya. Selain itu, beliau juga aktif dalam penulisan buku sebagai 

wujud pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan 

pengalaman praktisnya. 

 

Chintya Nabila 

Chintya Nabila lahir di Jakarta pada 19 September 2002. 

Saat ini ia merupakan mahasiswa semester akhir di 

Institut Pertanian Bogor dengan konsentrasi pada 

Jurusan Akuntansi. Selama masa studinya, ia aktif 

mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun 

organisasi yang mendukung pengembangan 

kompetensinya di bidang akuntansi dan perpajakan. 

Selain fokus pada penyelesaian studinya, Chintya juga 

memiliki ketertarikan dalam penulisan dan riset, yang mendorongnya 

untuk berkontribusi sebagai kontributor dalam buku ini. 
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Nur Ikhsan Mukhammad 

Sebagai mahasiswa semester akhir Jurusan Akuntansi di 

Institut Pertanian Bogor, Nur Ikhsan Mukhammad yang 

lahir di Pemalang pada 12 Desember 2003 menghabiskan 

masa kuliahnya dengan kombinasi antara studi akademik 

dan aktivitas organisasi. Keterlibatannya dalam organisasi 

mahasiswa membentuk keterampilan kepemimpinan 

serta memperluas wawasannya di luar kelas. Dengan 

latar belakang tersebut, Ikhsan terdorong untuk berbagi pemikiran dan 

pengetahuan melalui kontribusinya dalam buku ini. 

 

Raihan Akhmad Al-Ghozi 

Raihan Akhmad Al-Ghozi, mahasiswa Jurusan Manajemen 

Bisnis di PPM Manajemen, lahir di Makassar pada 15 Juni 

2002. Selain fokus mempelajari manajemen dan bisnis, ia 

juga memiliki ketertarikan terhadap bidang perpajakan, 

terutama dalam kaitannya dengan praktik manajerial dan 

pengelolaan usaha. Minat tersebut ia kembangkan 

melalui aktivitas akademik, organisasi, serta penulisan, 

sehingga mendorongnya untuk terlibat sebagai kontributor dalam buku ini. 

 

 

 
















